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SISTEM PENGENDALIAN PEMBIAYAAN UNTUK              

MEMPERTAHANKAN TINGKAT LIKUIDITAS                                                                                         
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ABSTRAK 

OLEH 

RAHMAD HARDIYANTO 

NPM: 1704100267 

 

 

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam kehidupan suatu Negara, apa lagi Negara yang sedang 

berkembang seperti Indonesia. Peran srategis Bank tersebut terutama disebabkan 

oleh fungsi utama Bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah sistem pengendalian pembiayaan untuk 

mempertahankan tingkat likuiditas (studi kasus BPRS Aman Syariah) 

Likuiditas adalah kemampuan manajemen Bank Pembiayaan  Rakyat 

Syariah (BPRS) dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi 

kewajiban setiap aset. Setiap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dianggap 

likuid apabila BPRS tersebut mempunyai kesanggupan untuk membayar 

penarikan tabungan, deposito berjangka, pinjaman di Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) yang segera jatuh tempo, pemenuhan permintaan pembiayaan 

tanpa adanya penundaan (pembiayaan yang direalisasi). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

Sistem Pengendalian Pembiayaan Untuk Mempertahankan Tingkat Likuiditas 

(Studi Kasus BPRS Aman Syariah) dalam memberikan pembiayaan untuk 

mengendalikan kas didalam bank agar tidak kosong. Jenis penelitian ini adalah  

field research. Alat Pengumpulan data penelitian ini mengunakan metode 

wawancara, dan dokumentasi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memperkaya khazanah keilmuan serta 

wawasan praktik perbankan khususnya berkaitan dengan pengendalian 

pembiayaan oleh Direktur dan Accounting Officer. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pihak BPRS Aman Syariah kurang 

dapat mengendalikan tingkat likuiditasnya, itu dapat terlihat dari kenaikan tingkat 

likuiditas yang mencapai 10%-15% dari total aset pada saat hari Ramadhan atau 

hari-hari menjelang lebaran, kendati demikian pihak BPRS masih bisa menjaga 

likuiditasnya dalam angka normal tidak lebih dari angka yang di tetapkan BI atas 

tingkat likuiditas yang menujukan angka normal, yakni 29% dari total aset yang 

ditetapkan BI untuk BPR. 
 

 

 

 

vi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTTO  

 

     

    

 

Artinya: …Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggungan jawabnya.(Q.S Al-Isra:34) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah khususnya perbankan 

syariah di Indonesia tumbuh sangat pesat. Perbankan syariah sebagai salah 

satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung 

agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pengembangan 

ekonomi nasional. Pada awalnya pengaturan perbankan yang berbasis 

syariah telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang perbankan, sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam perkembangannya, 

undang-undang perbankan belum mengatur secara spesifik dan kurang 

mengakomodasikan karakteristik operasional perbankan syariah. 

Kemudian pemerintah membuat peraturan yang dituangkan dalam 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan 

keniscayaan bagi berkembanganya lembaga tersebut.1 

Kegiatan sektor perbankan yang cukup luas dapat melaksanakan 

pembangunan demi mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat. 

Terutama melalui pemberian fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak 

perbankan bagi masyarakat, seperti pemberian fasilitas pembiayaan yang 

dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan 

                                                             
1 Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Malang: UIN-Malang 

Press, 2009), 33. 
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memperbesar  usaha-usaha mereka, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Pada kegiatan saat ini peran strategis bagi perbankan Syariah 

sebagai suatu lembaga yang mampu menghimpun dan menyalurkan 

dananya ke masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf 

hidup masyarakat. Selain itu, bank Syariah juga melakukan kegiatan 

berupa pembiayaan investasi perusahaan, namun juga telah berkembang 

menjadi pembiayaan untuk modal kerja, sektor konsumsi dan pembiayaan 

investasi.2 Dengan demikian, kedudukan bank sangatlah penting karena 

dalam perekonomian modern, suatu negara tidak terlepas dari lembaga 

keuangan yaitu perbankan. 

Pembiayaan atau financing, merupakan pendanaan yang diberikan 

oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, 

pembiayaan adalah aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dana 

kepada pihak lain selain berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan 

merupakan  salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas 

penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan 

defisit unit.3 

Pembiayaan di Bank Syariah atau disebut kredit di Bank 

Konvensional, pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan bank dengan 

                                                             
2 Veithzal rivai, Andria Permata Veithzal, Islamic Finacial Managemen (Jakarta : 

Rajawali Press, 2008), 12. 
3 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta : Gema 

Insani, 2011), 160. 
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nasabah yang memerlukan dana untuk mengelola kegiatan usaha atau 

aktivitas tertentu. Kesepakatan penyaluran dana tersebut dapat dibedakan 

berdasarkan akad yang dipergunakan untuk kegiatan pembiayaan bisa 

berupa akad jual beli, akad penanaman modal atau investasi, akad 

sewa/menyewa, dan akad lain-lain. Ada pula akad pinjam-meminjam uang 

tanpa tambahan atas pokok atau bunga. 

Dalam hal ini, Bank Umum Syariah khususnya Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana 

yang dihimpun sesuai dengan rencana. Alokasi dana ini mempunyai tujuan 

yaitu untuk mencapai profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang 

rendah, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga 

likuiditas tetap aman.4  

Likuiditas adalah kemampuan manajemen Bank Pembiayaan  

Rakyat Syariah (BPRS) dalam menyediakan dana yang cukup untuk 

memenuhi kewajiban setiap aset.5 Setiap Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) dianggap likuid apabila BPRS tersebut mempunyai 

kesanggupan untuk membayar penarikan tabungan, deposito berjangka, 

pinjaman di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang segera jatuh 

tempo, pemenuhan permintaan pembiayaan tanpa adanya penundaan 

(pembiayaan yang direalisasi).6 

                                                             
4 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2015), 123. 
5 Veitzal Rivai & Arviyan arifin, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikas, 

(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 548. 
6  Frianto Pandi, Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 

113. 
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Di dalam pengendalian likuiditas pada Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) adalah suatu proses yang dilaksanakan setiap hari berupa 

penjagaan agar semua alat-alat likuid yang dapat dikuasai oleh BPRS 

berupa uang tunai kas, saldo giro yang dapat dipergunakan untuk 

memenuhi munculnya tagihan dari nasabah yang datang setiap saat atau 

sewaktu-waktu. Kewajiban bank yang muncul sewaktu-waktu itu adalah 

dana tabungan dan dana pembiayaan yang jatuh tempo.    

Kelebihan dan kekurangan likuiditas sama-sama memiliki dampak 

kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ( BPRS). Jika BPRS terlalu 

besar memelihara likuiditas maka akan mengakibatkan profitabilitas 

menjadi rendah walupun dari keadaan kecukupan dana aman. Sebaliknya 

jika Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menganut pengelolaan 

likuiditas yang agresif maka kecenderungan akan resiko tidak adanya dana 

terjadi, tetapi memiliki kesempatan untuk memperoleh profit yang tinggi. 

Pengalokasian likuiditas harus dikendalikan dengan baik sehingga 

kebutuhan likuiditas dapat berjalan dengan baik, karena dana yang 

dikeluarkan maupun dana yang masuk dikendalikan agar dana yang ada 

tidak banyak mengendap dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS), namun masih tersimpan dana untuk mengisi kas agar kas tidak 

kosong, sehingga dana tetap tersedia ketika nasabah ingin menarik 

simpanannya. 

Dengan adanya hal tersebut, maka diperlukan suatu pengendalian 

dalam sebuah pembiayaan, yaitu sistem pengendalian pembiayaan yang 
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baik dan benar. Menurut Malayu S.P Hasibuan, pengendalian pembiayaan 

adalah usaha-usaha untuk menjaga pembiayaan yang diberikan tetap 

lancar, produkif dan tidak macet.7 Pengendalian ini berarti mengamati dan 

meluruskan pelaksanaan pembiayaan sehingga dapat diketahui apakah 

terjadi permasalahan atau tidak, jika terjadi permasalahan maka 

ditindaklanjuti sedini mungkin. 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 

Tahun 2019, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur 

merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan 

BPRS merupakan singkatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

sedangkan Aman Syariah merupakan nama dari badan usaha tersebut. PT . 

BPRS Aman Syariah didalam pengendalian pembiayaan terdapat 2 (dua) 

bentuk pengendalian pembiyaan yaitu pengendalian Preventive Control 

dimana bentuk pengendalian pembiyaan yang dilakukan oleh BPRS Aman 

Syariah pengendalian ini dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk 

menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya yang 

dilakukan BPRS Aman Syariah dengan cara membuat peraturan dan 

pedoman pelaksanaan kerja, menentukan proses pelaksanaan kerja, serta 

mengorganisasi segala macam kerja itu semua yang diterapkan di BPRS 

Aman Syariah dan pengendalian Repressive Control dimana bentuk 

pengendalian pembiayaan ini dilakukan setelah terjadi pelakasanaannya, 

dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga 

                                                             
7 Malayu S.P. Hasibun, Dasar-Dasar Perbankan, ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001),  

105. 
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hasilnya sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak BPRS Aman Syariah. 

Pengendalian ini dilakukan dengan cara menganalisis sebab-sebab yang 

menibulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya, 

membandingkan antara hasil dengan rencana, menilai kembali prosedur-

prosedur pelaksanaan yang ada, pengendalian perkala yang dilakukan 

secara berkala misalnya per bulan, per semester, per tahun serta 

pengendalian mendadak yang dilakukan secara mendadak untuk 

mengetahui pelaksanaan atau peraturan-peratuaran yang ada dilaksanakan 

atau tidak dilaksanakaan dengan baik oleh karyawan BPRS Aman Syariah.  

Pengendalian internal yang layak pada dasarnya bertujuan untuk 

melindungi harta milik Bank dengan meminimalisir kemungkinan 

terjadinya penyelewengan, pembiayaan macet, serta meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas. Melakukan pengendalian pembiayaan berarti 

melakukan fungsi-fungsi manajemen, dimulai dari perencanaan organisasi, 

pelaksanaan dan pengawasan. 

Likuiditas BPRS Aman Syariah sekampung berasal dari tabungan 

nasabah, selain dari nasabah pihak BPRS Aman Syariah juga mendapatkan 

pinjaman dari semua BPRS yang ada di daerah Lampung sebagai mitra 

kerja dan ketika dana tersebut masih kurang BPRS Aman Syariah 

mengambil dananya yang ditempatkan di cabang lain, dan ketika tidak 

mencukupi maka pihak BPRS Aman Syariah akan meminjam dana kepada 

kantor pusat atau bank syariah lainnya. Dana BPRS Aman Syariah 

Sekampung tidak semuanya berada di cabang, selain ditempatkan ke 
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cabang lain yang membutuhkan dana, apabila cabang lain tidak 

membutuhkan dana maka dana tersebut akan ditempatkan di kantor pusat.8 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak 

Sugianto selaku manajer atau kepala pimpinan BPRS Aman Syariah 

Sekampung, dalam melakukan penghimpunan dana melalui simpanan 

dapat dilakukan secara langsung di BPRS Aman Syariah Sekampung, 

sedangkan pemberian pembiayaan pada umumnya seperti, mengumpulkan 

informasi calon nasabah menyangkut sektor usaha, besarnya pembiayaan 

yang diminta, tujuan penggunanya, dan jaminan yang diberikan. Biasanya 

pada saat tersebut, calon nasabah diminta mengisi formulir permohonan 

pembiayaan yang diperlukan BPRS Aman Syariah Sekampung. Semua 

infomasi dasar, baik yang berasal dari hasil wawancara dan hasil tertulis 

yang tertera di dalam formulir permohonan pembiayaan.9 

BPRS Aman Syariah Sekampung pada saat ini masih sebagai 

lembaga keuangan syariah terbaik, dinilai sebagai yang terbaik karena 

memiliki laporan keuangan yang teratur dan menggunakan standar 

keuangan yang benar. Dan memiliki laporan keuangannya ke kantor pajak 

setiap bulannya. Berdasarkan wawancara pada saat survey Tanggal 15 

Maret 2019 dengan Ibu Eka Wulandari sebagai karyawan BPRS Aman 

Syariah menjabat sebagai Account Officer (AO) mengatakan bahwa 

tingkat pembiayaan  bermasalah di BPRS Aman Syariah  selalu meningkat 

                                                             
8 Wawancara dengan Bapak Sugianto selaku pimpinan BPRS Aman Syariah Sekampung, 

07 November 2018  
9 Wawancara dengan Bapak Sugianto selaku pimpinan BPRS Aman Syariah Sekampung, 

07 November 2018  
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sekitar antara 5% pada setiap tahunnya disebabkan karena nasabah 

tersebut telat membayar angsuran setiap bulannya yang berujung pada 

kredit macet.10 

Dengan demikian kegiatan operasional dana BPRS Aman Syariah 

Sekampung banyak digunakan untuk pembiayaaan. Maka dari itu 

pengendalian pembiayaan untuk mempertahankan likuiditas harus di 

terapkan di BPRS Aman Syariah supaya sistem operasionalnya bisa 

berjalan dengan lancar, jika dilihat dari sisi profitabilitas akan lebih 

menguntungkan karena banyak laba yang akan diperoleh dari bagi hasil 

atas pembiayaan tersebut. Namun di lain sisi apabila pembiayaan terlalu 

banyak diberikan maka akan tidak baik untuk keadaan likuiditas di BPRS 

Aman Syariah Sekampung. Karena BPRS Aman Syariah Sekampung juga 

harus memenuhi kewajiban sebagai pemegang dana, ketika ada nasabah 

yang hendak mengambil dananya sewaktu-waktu. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengendalian pembiayaan 

yang dilakukan oleh BPRS Aman Syariah Sekampung bertujuan untuk 

melindungi hartanya dengan meminimalisir kemungkinan terjadinya 

penyelewengan, pembiayaaan macet serta meningkatkan efesiensi dan 

efektifitas kerja. Dengan demikian dana yang disalurkan untuk 

pembiayaan di BPRS Aman Syariah Sekampung tidak semuanya 

digunakan untuk pembiayaan, tetapi terdapat dana yang disisihkan untuk 

mengisi kas agar kas tidak kosong. Hal ini diperlukan suatu pengendalian 

                                                             
10 Wawancara dengan Ibu Eka Wulandari sebagai Account Officer BPRS Aman Syariah 
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pembiayaan dalam menjaga likuiditasnya. Untuk itu peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Sistem 

Pengendalian Pembiayaan Untuk Mempertahankan Tingkat Likuiditas 

(Studi Kasus Pada BPRS Aman Syariah Sekampung)”. 

B. Pertanyaan Penelitian  

Dari latar belakang yang telah diungkapkan di atas, ditemukan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana sistem pengendaliaan  

pembiayaan untuk mempertahankan tingkat likuiditas pada BPRS Aman 

Syariah Sekampung? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Menurut pendapat Sutisno Hadi “research” pada umumnya 

untuk menentukan, mengemukakan dan menguji kebenaran suatu 

pengetahuan.11 Tujuan penelitian hakikatnya merupakan suatu yang 

hendak dicapai yang dapat memberi arah terhadap penelitian yang 

akan dilakukan. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana sistem pengendalian pembiayaan untuk mempertahankan 

tingkat likuiditas pada BPRS Aman Syariah Sekampung.  

2. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoretis 

maupun praktis. 

                                                             
11 Sutrisno Hadi, Metode Research Jilid 2 (Yogyakarta: Andiofset, 1985), 13. 



10 
 

a. Manfaat teoretis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi satu kajian dan 

menambah khasanah serta menambah wawasan, pengetahuan dan 

pengalaman dalam bidang pengendalian pembiayaan dan likuiditas 

lembaga keuangan syariah. 

b. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan 

masukan kepada pembaca serta lembaga yang berkaitan dalam 

mengendalian pembiayaan agar likuiditasnya tetap terjaga.  

D. Penelitian Relevan  

Sebagai peneliti untuk mengetahui posisi penelitian yang dilakukan penulis, 

berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian ini, yaitu: 

1. Skripsi dari saudari Lukluk Bidayatul Munasika (2015), mahasiswa 

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syari’ah 

(ESy) STAIN Jurai Siwo Metro yang berjudul “Strategi Pengelolaan 

Arus Kas dalam Upaya Menjaga Likuiditas BMT Assyafi’iyah Kota 

Metro” Pada penelitian ini terdapat perbedaan dan juga persamaan. 

perbedaannya yaitu tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

terdahulu yaitu di BMT Assyafi’iyah Kota Metro  sedangkan peneliti di 

BPRS Aman Syariah Sekampung. Peneliti terdahulu melaksanakan 

penelitian pada tahun 2015 sedangkan peneliti pada tahun 2019. Selain 

itu peneliti terdahulu meneliti kondisi keuangan serta strategi 
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pengelolaan arus kas sedangkan peneliti dalam sistem pengendaliaan 

pembiayaan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti mempertahankan 

tingkat likuiditas khususnya pada Bank Perkreditan  Rakyat Syariah.12 

2. Jurnal dari saudari Nurul Hayati dari Jurusan Ekonomi Fakultas Ilmu 

Sosial Unversitas Negeri Semarang, yang berjudul “Pengaruh Efektivitas 

Pengendalian Intern Pembiayaan dan likuiditas terhadap Rentabilitas 

pada Perusahaan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Badan Kredit 

Kecamatan (PD BPR BKK) di Kabupaten Tegal”. Pada penelitian ini 

perbedaan terletak pada tempat penelitian yaitu pada penelitian terdahulu 

dilakukan di Semarang, sedangkan peneliti di BPRS Aman Syariah 

Sekampung Lampung Timur, Lampung. Peneliti terdahulu meneliti pada 

tahun 2015 sedangkan peneliti 2019. Selain itu peneliti terdahulu 

meneliti terkait pengaruh efektivitas pengendalian intern pembiayaan 

dan likuiditas terhadap rentabilitas sedangkan peneliti berfokus pada 

sistem pengendalian pembiayaan untuk mempertahankan tingkat 

likuditas Persamaannya yaitu pengendalian pembiayaan.13 

3. Jurnal dari saudari Budiyati (2008), Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Sebelas maret yang berjudul “Evaluasi Sistem 

Pengendalian Intern Pemberian Pembiayaan Pada BPRS Pasar 

                                                             
12 Lukluk Bidayatul Munasika, Strategi Pengelolaan Arus Kas dalam Upaya Menjaga 

Likuiditas BMT Assyafi’iyah Kota Metro, (STAIN Metro, 2015) 
13 Lailul Nurul Hayati, Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern Pembiayaan dan 

likuiditas terhadap Rentabilitas pada Perusahaan Daerah Bank Perpembiayaan Rakyat Badan 

Pembiayaan Kecamatan (PD BPR BKK) di Kabupaten Tegal, (Universitas Negeri Semarang, 

2005); http//www.Pustakaskripsi.com/pengaruh-efektivitas-pengendalian-intern-kredit-dan-

likuiditas-terhadap-rentabilitas-pd-bpr-bkk-di-kabupaten-tegal-2866.html diunduh pada 03 

November 2018. 
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Kabupaten Boyolali.”. Pada penelitian ini perbedaan terletak pada 

tempat penelitian yaitu pada penelitian sebelumnya dilakukan di BPRS 

Pasar Kabupaten Boyolali, sedangkan peneliti di BPRS Aman Syariah 

Sekampung. Peneliti terdahulu meneliti pada tahun 2008 sedangkan 

peneliti tahun 2019.  Selain itu peneliti terdahulu meneliti terkait tentang 

evaluasi sistem pengendalian intern pemberian pembiayaan. 

Persamaannya yaitu sistem pengendalian pembiayaan yang di lakukan 

kepada Lembaga Keuangan terutama Perbankan Syariah.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Budiyati, Evaluasi Sistem Pengendalian Intren Pemberian Pembiayaan Pada BPRS 

Pasar Kabupaten Boyolali, (Universitas Sebelas Maret); 

https://digilip.uns.ac.id/dokumen/downlond/6552/MTcONzl=/Evaluasai-Sistem-Pengendalian-

Intern-pemberian-pembiayaan-pada-BPRS-pasar-Kabupaten-Boyolali  diunduh pada 5 November 

2018. 

https://digilip.uns.ac.id/dokumen/downlond/6552/MTcONzl=/Evaluasai-Sistem-Pengendalian-Intern-pemberian-pembiayaan-pada-BPRS-pasar-Kabupaten-Boyolali
https://digilip.uns.ac.id/dokumen/downlond/6552/MTcONzl=/Evaluasai-Sistem-Pengendalian-Intern-pemberian-pembiayaan-pada-BPRS-pasar-Kabupaten-Boyolali
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pembiayaan 

1. Pengertian Pembiayaan 

Istilah pembiayaan di dalam bukunya Veithzal Rivai,  

pembiayaan berarti I believe, I trust, (saya percaya atau saya menaruh 

kepercayaan). Pembiayaan berarti sebagai kepercayaan, berarti 

lembaga keuangan selaku shahibul maal menaruh kepercayaan kepada 

nasabah (mudharib) untuk melaksanakan amanah yang diberikan.15 

Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan 

oleh satu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun kelompok. Dengan kata 

lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan.16 

Menurut Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998, pembiayaan 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dan pihak lain 

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.17 

                                                             
15 Veithzal Rivai, Andria Peramata Veithzal, Islamic Financial Management (Jakarta 

Utara: RajaGrafindo Persada, 2008), 3.  
16 Veithzal Rivai, dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 

681. 
17 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), 160. 
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Jadi pembiayaan merupakan pendanaan atau penyediaan atau 

tagihan yang diberikan satu pihak (lembaga keuangan) ke pihak lain 

(nasabah) berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara dua pihak 

tersebut harus mengembalikan uang atau tagihan dalam jangka waktu 

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

2. Tujuan Pembiayaan 

Secara umum tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:  

a. Meningkatkan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat 

akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat 

melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan 

taraf ekonominya. 

b. Tersedianya dana bagian peningkatan usaha, artinya untuk 

mengembangkan usaha dan membutuhkan dana tambahan. Dana 

tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. 

Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, 

sehingga dapat tergulirkan. 

c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan 

memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu 

meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan 

dapat jalan tanpa adanya dana. 

d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-

sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor 
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usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti 

menambah atau membuka lapangan kerja baru. 

e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif 

mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan 

memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan 

merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi 

maka akan terdistribusi pendapatan.18 

Menurut Kasmir tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut 

a. Mencari keuntungan yaitu hasil keuntungan ini diperoleh dalam 

bentuk bagi hasil yang diterima oleh bank sebagai balas jasa yang 

dibebankan kepada nasabah. 

b. Membantu usaha nasabah yaitu untuk membantu usaha nasabah 

yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana 

untuk modal kerja. 

c. Membantu pemerintah yaitu dalam berbagai bidang untuk 

meningkatkan pembangunan diberbagai sektor.19 

Jadi tujuan pembiayaan merupakan untuk meningkatkan 

produktivitas ekonomi suatu rakyat guna memberikan peluang agar 

mampu meningkatkan produksinya di dalam usahanya. 

 

 

                                                             
18 Veithzal Rivai, dan Arviyan Arifin, Islamic Banking., 682. 
19 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta : RajaGrafindo, 2015), 116. 
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3. Fungsi Pembiayaan 

Secara garis besar fungsi pembiayaan didalam perekonomian, 

perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut: 

a. Dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. 

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini 

seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka 

pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran 

barang dan jasa. 

b.  Sebagai alat yang dipakai untuk memanfaatkan yang dapat 

mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang 

memerlukan dana. Dana yang berasal dari golongan yang 

kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang 

membutuhkan dana maka akan efektif, karena dana tersebut 

dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana. 

c. Sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan 

mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar dan 

meningkatkan peredaran uang akan mendorong kenaikan 

harga.20 

Jadi fungsi pembiayaan merupakan sebagai arus lalu 

lintas pembiayaan untuk memanfaatkan yang dapat 

mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang 

memerlukan dana. Dana yang berasal dari golongan yang 

                                                             
20 Ismail, Perbankan Syariah., h. 108 
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kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang 

membutuhkan dana maka akan efektif, karena dana tersebut 

dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana. 

4. Unsur-Unsur Pembiayaan 

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, 

dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah memberikan 

kepercayaan, yang diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang 

melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu 

harus dilakukan penelitian dan penyelidikan terlebih dahulu tentang 

kondisi nasabah, baik secara internal maupun eksternal.21 

Unsur-Unsur pembiayaan menurut Ismail adalah sebagai 

berikut: 

a. Bank Syariah merupakan sebuah badan usaha yang memberikan 

pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana. 

b. Mitra usaha atau partner merupakan pihak yang mendapatkan 

pembiayaan dari bank Syariah, atau pengguna dana yang 

disalurkan oleh bank Syariah. 

c. Kepercayaan. 

d. Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang 

dilakukan antara bank dengan nasabah. 

e. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan yang timbul karena 

dana yang disalurkan tidak kembali. 

                                                             
21 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan., 114. 
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f. Jangka waktu merupakan periode waktu yang diberikan oleh 

nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah 

diberikan oleh bank Syariah. 

g. Balas jasa adalah sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh 

bank Syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai 

dengan akad yang disepakati.22 

Berdasarkan hal tersebut di atas, unsur-unsur pembiayaan 

tersebut menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin adalah sebagai 

berikut: 

a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shahibul maal) dan 

penerima pembiayaan (mudharib). Hubungan pemberi pembiayaan 

dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang 

saling menguntungkan, ini diartikan pula sebagai kehidupan saling 

tolong menolong. 

b. Adanya kepercayaan shahibul maal kepada mudharib yang 

didasarkan atas prestasi, yaitu potensi mudharib. 

c. Adanya persetujuan berupa kesepakatan antara pihak shahibul 

maal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib 

kepada shahibul maal.23 

Jadi unsur-unsur pembiayaan merupakan pembiayaan yang 

pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian,  

pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini 

                                                             
22Ismail, Perbankan Syariah., 107. 
23 Veithzal Rivai, dan Arviyan Arifin, Islamic Banking., 701. 
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berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat 

dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan 

syarat-syarat yang disepakati bersama.  

5. Jenis-Jenis Pembiayaan 

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank Islam 

memiliki banyak jenis pembiayaan di antaranya: 

1. Pembiayaan menurut tujuannya. 

a. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis 

dalam satu siklus usaha. 

b. Melakukan investasi yaitu diberikan oleh bank syariah kepada 

nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (Aset tetap) 

yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. 

2. Pembiayaan menurut jangka waktu. 

a. Pembiayaan jangka waktu pendek yaitu pembiayaan yang 

diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. 

Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank 

syariah untuk membiayai modal kerja. 

b. Pembiayaan jangka waktu menengah yaitu diberikan dengan 

jangka waktu antara satu tahun hingga 3 tahun diberikan dalam 

bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan komunikasi.  
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c. Pembiayaan jangka waktu panjang yaitu pembiayaan yang 

jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada 

umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi.24 

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan ke 

dalam bentuk aktiva produktif.  

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 

a. Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam 

dana dengan pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu 

dengan pembagian nisbah yang telah disepakati. 

b. Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian di antara pemilik 

dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada 

suatu usaha tertentu, dengan nisbah yang telah disepakati. 

2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli  

a. Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank 

dan nasabah di mana bank syariah membeli barang yang 

diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada 

nasabah yang bersangkutan besar harga perolehan ditambah 

dengan margin/keuntungan yang telah disepakati antara bank 

dengan nasabah. 

b. Pembiayaan salam adalah perjanjian jual beli barang dengan 

cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran 

harga terlebih dahulu. 

                                                             
24 Ismail, Perbankan syariah., 113. 
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c. Pembiayaan istishna adalah perjanjian jual beli di dalam bentuk 

pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan 

tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. 

3. Pembiayaan dengan prinsip sewa  

a. Pembiayaan ijarah perjanjian sewa menyewa suatu barang 

dengan waktu tertentu melalui pembayaran sewa. 

b. Pembiayaan ijarah mutahiya biltamlik adalah perjajian sewa 

menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan 

kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada 

pihak yang penyewa.25 

Jadi jenis-jenis pembiayaan di lembaga keuangan syariah 

banyak sekali bentuknya didalam mengelola pembiayaan agar tidak 

mengalami pembiayaan bermasalah yang ada di bank syariah. 

6. Analisis Pembiayaan 

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum 

memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon 

nasabah antara lain prinsip 5C.26 Prinsip 5C yaitu: Character, 

Capacity, Capital, Condition of economy dan Collateral. 

a. Character 

Character adalah keadaan waktu atau sifat customer, baik 

di dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan  

penelitian terhadap karakter ini adalah mengetahui sejauh mana 

                                                             
25Veithzal Rivai, dan Arviyan Arifin, Islamic Banking., 687. 
26Ismail, Perbankan Syariah., 120. 
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iktikad/kemampuan customer untuk memenuhi kewajibannya 

sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.27 

b. Capacity 

Capacity adalah kegiatan untuk mengetahui kemampuan 

keuangan calon nasabah didalam memenuhi kewajibannya sesuai 

jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti 

kemampuan keuangan calon nasabah didalam memenuhi 

kewajibannya setelah bank Syariah memberikan pembiayaan, 

kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena 

merupakan sumber utama pembayaran, semakin baik kemampuan 

keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan 

kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan 

yang diberikan bank Syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka 

waktu yang diperjanjikan.28    

c. Capital (Permodalan) 

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang 

dimiliki oleh calon mudhorib. Semakin besar modal sendiri pada 

perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon mudhorib 

menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin 

memberikan pembiayaan.29 

 

                                                             
27Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: Pustaka 

Setia,2013), 234. 
28 Ismail, Perbankan Syariah., 121. 
29 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan., 235. 
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d. Condition of Economy 

Condition of economy adalah situasi dan kondisi ekonomi 

yang berkaitan erat dengan usaha yang dijalankan oleh nasabah 

baik dengan skala mikro maupun makro. Penilaian terhadap 

Condition juga perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi daerah 

tertentu, dan untuk mengetahui prospek ke depanya sehingga tidak 

mempengaruhi didalam pengembalian kredit tersebut.30  

e. Colleteral (Jaminan)  

Colleteral (Jaminan) dalam mencari data untuk meyakinkan 

nilai kredit, Colleteral merupakan hal yang diperhitungkan paling 

akhir, artinya bilamana masih ada sesuatu kesangsian dalam 

pertimbangan-pertimbangan yang lain maka peminta pembiayaan 

masih diberi kesempatan bila dapat memberikan jaminan.31 

B. Pengendalian Pembiayaan 

1. Pengertian Pengendalian Pembiayaan 

  

   

  

  

      

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 

dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 

amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 

mengetahui.(Q.S Anfaal: 27) 

                                                             
30 Ibid.,  125. 
31Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 244. 
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Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap 

pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat 

untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara. 

Pengendalian dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah 

proses, yakni hingga hasil akhir diketahui.32 

Pengendalian pembiayaan merupakan suatu sistem dalam 

pengelolaan pembiayaan atau loan management, yang dapat berfungsi 

sebagai penutup kekurangan/kelemahan dalam proses kegiatan 

pembiayaan. Jadi pengendalian pembiayaan harus mampu memberikan 

feedback agar tindak lanjut perbaikan segera dapat dilaksanakan. 

Veithzal Rivai, dan Arviyan Arifin berpendapat tentang 

Pengendalian pembiayaan diartikan sebagai alat yang dipergunakan 

untuk melakukan pemantauan pembiayaan, agar dapat diketahui sedini 

mungkin deviasi yang terjadi yang akan membawa akibat turunnya 

mutu pembiayaan.33 

Malayu S.P. Hasibuan berpendapat tentang pengendalian 

pembiayaan adalah usaha-usaha untuk menjaga pembiayaan yang 

diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet.34 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian pembiayaan 

adalah suatu alat kendali apakah dalam pemberian pembiayaan telah 

                                                             
32Malayu S.P.Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2011), 242. 

 
33 Veithzal Rivai, Andria Peramata Veithzal, Islamic Financial., 107. 
34 Malayu S.P.Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011),  

105. 
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dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan 

yang telah ditetapkan di bidang pembiayaan. 

2. Fungsi Pengendalian Pembiayaan 

Fungsi pengendalian (controlling) fungsi terakhir dari proses 

manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan 

pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan 

sebaik-baiknya. 

Fungsi pengendalian pembiayaan meliputi hal-hal berikut ini: 

a. Memonitoring penyaluran dana. 

b. Pengawasan penilaian kolektibilitas. 

c. Pembinaan kepada anggota penyaluran dana. 

d. Memantau pengadminitrasian dokumen. 

e. Memantau kecukupan jumlah penyisihkan penghapusan 

penyaluran dana. 

f. Memastikan lembaga keuangan telah melakukan penyisihan 

penghapusan penyaluran dana sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.35 

Jadi dapat disimpulkan fungsi pengendalian pembiayaan 

merupakan alat kendali dalam pemberian dana kepada anggota telah 

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan 

yang telah ditetapkan dibidang pembiayaan. 

 

                                                             
35 Malayu S.P.Hasibuan, Manajemen: Dasar., 241. 
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3. Tujuan Pengendalian Pembiayaan  

Pengendalian pembiayaan merupakan suatu hal yang penting 

dalam menjaga kekayaan pada lembaga keuangan syariah yang 

bersangkutan. Sehingga pengendalian pembiayaan memiliki beberapa 

tujuan. Tujuan dalam pengendalian pembiayaan, yaitu untuk: 

a. Menjaga agar pembiayaan yang disalurkan tetap aman. 

b. Mengetahui apakah pembiayaan yang disalurkan itu lancar atau 

tidak. 

c. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian pembiayaan 

macet atau pembiayaan bermasalah. 

d. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran pembiayaan yang 

dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan. 

e. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis pembiayaan 

dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali. 

f. Mengetahui posisi persentasi collectability credit yang disalurkan 

lembaga keuangan syariah. 

g. Meningkatkan moral dan tanggung jawab analisis pembiayaan 

lembaga keuangan.36 

Jadi dapat disimpukan tujuan pengendalian pembiayaan maka 

bisa dipahami bahwa tujuan pengendalian pembiayaan dilakukan 

adalah untuk dapat mengevaluasi penyaluran dana diberikan kepada 

                                                             
36 Ibid., 247-248. 
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nasabah dan melakukan pencegahan dini terhadap sebuah kesalahan-

kesalahan yang mungkin bisa terjadi. 

4. Sifat Pengendalian Pembiayaan  

Sifat pengendalian pembiayaan dibedakan atas: 

a. Preventive control, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum 

kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-

penyimpangan dalam pelaksanaannya. Preventive control 

dilakukan dengan cara: 

1) Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan. 

2) Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan itu. 

3)  Menjelaskan dan mendemonstrasikan cara pelaksanaan 

pekerjaan. 

4) Mengorganisasi segala macam kegiatan. 

5) Menentukan jabatan job description, authority, dan 

responsibiltity bagi setiap induvidu karyawan. 

6) Menentukan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan. 

7) Menetapkan sanksi-sanksi kesalahan bagi karyawan yang 

membuat kesalahan. 

b. Repressive control, adalah pengendalian yang dilakukan setelah 

terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak 

terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan 

yang diinginkan. Repressive control dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 
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1) Membandingkan antara hasil dengan rencana. 

2) Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan 

mencari tindakan perbaikannya. 

3) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya, jika perlu 

dikenakan sanksi hukuman kepadanya. 

4) Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada. 

5) Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas 

pelaksanaan. 

6)  Jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan 

pelaksanaan melakukan training atau education. 

c. Pengendalian saat proses dilakukan, jika terjadi kesalahan-

kesalahan segera diperbaiki. 

d. Pengendalian berkala adalah pengendalian yang dilakukan secara 

berkala, misalnya per bulan, per semester, dan lain-lain. 

e. Pengendalian mendadak (sidak) adalah pengawasan yang 

dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa pelaksanaan 

atau peraturan-peraturan yang ada dilaksanakan atau tidak 

dilaksanakan dengan baik.37 

Jadi dapat disimpulkan sifat pengendalian pembiayaan harus 

diterapkan di lembaga keuangan syariah khususnya di BPRS Aman 

syariah Sekampung agar dapat mengetahui dan meminimalisir 

                                                             
37 Malayu S.P.Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan., 106. 
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penyimpangan yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat 

mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk memperbaikinya. 

C. Likuiditas 

1. Pengertian Likuiditas 

Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek. Suatu bank dianggap likuid apabila bank 

tersebut mempunyai kesanggupan untuk membayar penarikan giro, 

tabungan, deposito berjangka, pinjaman bank yang segera jatuh tempo, 

pemenuhan permintaan pembiayaan tanpa adanya suatu penundaan 

(pembiayaan yang direalisasi).38 

Wayan Sudirman berpendapat tentang likuiditas adalah setiap 

bank selalu menyediakan alat likuid dengan jumlah yang cukup untuk 

dapat memenuhi kewajiban bank setiap saat atau supaya likuiditas 

bank cukup tinggi. Kewajiban bank berupa pembayaran pada pihak 

ketiga dan biaya-biaya bank . penyediaan alat likuid dapat berupa uang 

kas, uang yang ditempatkan di bank lain.39 

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa likuiditas 

adalah kemampuan sesuatu lembaga keuangan syariah dalam 

menyediakan dana yang cukup untuk memenuhui kewajibannya setiap 

saat. 

 

                                                             
38 Frianto Pandia, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 

113. 
39 Wayan Sudirman, Manajemen Perbankan: Menuju Bankir Konvensional yang 

Profesional, (Jakarta: Kencana, 2013), 69. 
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2. Jenis-Jenis Likuiditas 

Ditinjau dari sumber dana dan penggunaannya kita mengenal 

dua jenis likuiditas, yaitu: 

a. Deposit Liquidity 

Yaitu likuiditas dalam menghadapai penarikan titipan. Ini sangat 

sensitive terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Jika seorang 

nasabah/penyimpanan dana akan mengambil kembali uangnya dan 

bank tidak mampu memenuhi/membayarnya, maka dapat 

menimbulkan kekecewaan dan keresahan para nasabah, yang pada 

akhirnya akan mengurangi kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini 

likuiditas lebih ditunjukkan kepada bagaimana bank mengusahakan 

agar mampu memenuhi/melayani nasabah sewaktu menarik 

simpanannya. 

b. Portfolio Liquidity 

Yaitu likuiditas dalam kaitannya dengan proyeksi pemberian 

pinjaman. Walaupun kurang peka terhadap tingkat kepercayaan 

masyarakat. Apabila bank tidak memiliki alat likuiditas yang 

cukup untuk memberikan pinjaman, berarti kemungkinan 

memperoleh laba kurang.40 

Jadi berdasarkan dari sumber dananya maka, likuiditas dibagi 

menjadi dua yaitu deposit liquidity dan portfolio liquidity, yang 

dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam mengatur dan 

                                                             
40 Ibid., 115. 
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mengelola posisi dana yang dikeluarkan sebagai penarikan simpanan 

ataupun pembiayaan. 

Ditinjau dari kebutuhan likuiditas menurut jangka waktunya, 

likuiditas dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: 

a. Kebutuhan likuiditas harian (money position management). 

Memberikan perhatian kepada bagaimana mengatur keputusan 

likuiditas dari hari ke hari. 

b. Kebutuhan likuiditas jangka pendek (short term liquidity 

management atau seaseonal liquidity management). Memberikan 

faktor-faktor yang bersifat musiman seperti pengaruh hari natal, 

hari Raya Idul Fitri, Tahun Baru, masa liburan, masa tanam usaha 

c. Kebutuhan likuiditas jangka panjang (long term liquidity 

management). Kebutuhan likuiditas yang dikaitkan dengan faktor-

faktor yang mempunyai pengaruh terhadap waktu-waktu 

mendatang, misalnya pengaruh terhadap kebijaksanaan pemerintah, 

pertumbuhan ekonomi atau tingkat perputaran dunia usaha.41 

3. Pengendalian Likuiditas 

Perbankan, sejak dahulu selalu timbul pertentangan 

kepentingan antara liquidity dan profitability. Artinya bila ingin 

mempertahankan posisi likuiditas dengan memperbesar cadangan kas, 

maka bank tidak akan memakai seluruh loanable funds yang ada 

karena sebagian dikembalikan lagi dalam bentuk cadangan tunai. Ini 

                                                             
41 Ibid., 116. 
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berarti usaha pencapaian rentabilitas (profitability) akan berkurang. 

Sebaliknya bila ingin mempertinggi rentabilias, maka sebagian 

cadangan tunai untuk likuiditas terpakai oleh bisnis bank, sehingga 

posisi likuiditas akan turun di bawah minimum. 

Pengendalian likuiditas bank dilakukan setiap hari berupa 

penjagaan agar semua alat-alat likuid yang dapat dikuasai oleh bank 

(uang tunai kas, saldo giro Bank Sentral) dapat dipergunakan untuk 

memenuhui munculnya tagihan dari nasabah atau masyarakat yang 

datang setiap saat atau sewaktu-waktu. Kewajiban bank yang muncul 

sewaktu-waktu itu adalah dana simpanan pemegang giro, pinjaman 

dari bank lain yang jatuh tempo atau kredit likuiditas dari Bank Sentral 

yang jatuh tempo.42 

Ratio antara pinjaman dan titipan, ini menyatakan seberapa 

jauh bank telah mengunakan uang para penyimpan (depositor) untuk 

memberikan pinjaman kepada para nasabah. Dengan kata lain jumlah 

uang yang dipergunakan untuk memberikan pinjaman adalah uang 

yang berasal dari titipan para penyimpan. Dengan rumus: 

Loan to deposit ratio (LDR)= Total Pembiayaan x100% 

                                                    Total DPK+Modal Inti 

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami pengendalian 

likuiditas adalah suatu proses pengendalian dari alat-alat likuid yang 

mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera 

harus dibayar.   

                                                             
42 Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank., 99. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

yaitu merupakan metode untuk menemukan secara khusus realitas apa 

yang terjadi di tengah masyarakat.43 Penelitian lapangan adalah 

penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang 

dan keadaan sekarang. Penelitian ini di lakukan di BPRS Aman 

Syariah Sekampung.  

2. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian 

yang dilakukan secara sistematis, faktual dan akurat. Penelitian 

deskriptif bertujuan untuk menjelaskan apa yang diamati. Penelitian 

deskriptif dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran 

atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.44 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan 

untuk memecahkan dan menguraikan masalah berdasarkan hasil 

pengamatan objek yang alamiah dan fakta tertentu. Penelitian ini 

dilalukan untuk memecahkan dan menguraikan masalah mengenai 

                                                             
43 Toto Syatori Nasehudin & Nanang Gonzali, Metode Penelitian Kuantitatif, 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 55. 
44  Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2013), 75. 
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Sistem Pengendalian Pembiayaan Untuk Mempertahankan Tingkat 

Likuiditas. 

B. Sumber Data 

Sumber data di dalam penelitian adalah subyek dari mana data 

dapat diperoleh.45 Sumber data merupakan salah satu hal yang sangat 

menentukan keberhasilan penelitian. Di dalam penelitian ini, peneliti 

mengunakan beberapa sumber data, baik itu data primer maupun data 

sekunder. 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber 

asli.46 Data primer di dalam penelitian ini adalah direktur BPRS Aman 

Syariah Sekampung Bapak Sugiyanto dan Ibu Eka Wulandari selaku 

Account Officer (AO) di BPRS Aman Syariah Sekampung. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data kedua sesudah data primer yang 

diperoleh dari sumber internal maupun eksternal.47 Data sekunder bisa 

diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui 

media yang lain bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen 

perusahaan. 

                                                             

45Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006),  129. 
46 Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: 

PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 103. 
47Ibid. 
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Data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari buku-buku 

yang membahas tentang Pengendalian Pembiayaan dan Likuiditas, 

seperti karangan Veithzal Rivai, Andria Peramata Veithzal, Islamic 

Financial Management, Adiwarman A.Karim, Analisis Fiqih dan 

Keuangan, Ismail, Perbankan syariah, Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, 

Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, Frianto Pandia, Manajemen 

Dana Dan Kesehatan Bank serta buku-buku terkait lainnya. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data data dalam penelitian terdiri dari : 

1. Wawancara 

wawancara (interview) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

peneliti untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dengan 

jumlah responden yang sedikit.48 Macam-macam wawancara pada 

umumnya terdiri dari:49 

a. Terstruktur  

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau 

pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa 

yang akan diperoleh. Wawancara ini setiap responden diberi 

pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. 

b. Semi Terstruktur 

                                                             
48 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2012), 137. 
49 Ibid., 233. 
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Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak 

wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan 

wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat 

apa yang dikemukakan oleh informan. 

c. Tak Berstruktur 

Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas 

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-

garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

Penelitian ini menggunakan model wawancara semi 

terstruktur artinya dalam wawancara peniliti hanya menyiapkan 

beberapa pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang ingin 

didapatkan, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat 

berkembang sesuai dengan situasi saat wawancara dilakukan. 

Wawancara yang dilakukan adalah untuk menggali 

informasi tentang sistem pengendalian pembiayaan untuk 

mempertahankan tingkat likuiditas studi kasus BPRS Aman 

Syariah dengan mengajukan pertanyaan kepada pimpinan BPRS 

Aman Syariah dengan Bapak Sugiyanto dan Ibu Eka Wulandari 

selaku Account Officer (AO) di BPRS Aman Syariah Sekampung. 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data 

historis.50 Data itu bisa berupa catatan, transkip, buku, surat kabar dan 

lain sebagainya. Dapat dilakukan dengan membaca berbagai literatur 

yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan 

melengkapi data-data secara teoretis yang erat hubungannya dengan 

hal-hal yang sedang diteliti.51 Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 

dokumen BPRS Aman Syariah Sekampung berupa sejarah singkat dan 

struktur organisasi. 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah “Proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan”.52 Data yang diperoleh 

dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dari BPRS Aman Syariah 

Sekampung akan diolah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. 

Penelitian kualitatif didasarkan pada deskripsi yang jelas dan 

detail, karena menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana serta 

data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan 

bukan angka.53 Di dalam penelitian kualitatif data bersifat khusus 

                                                             
50 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2007), 124. 
51 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian.,  231. 

52 Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 

1995),  263. 

53 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif,  (Jakarta: 

PT Rja Garfindo, 2008),  40. 
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digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian baru yang 

bersifat lebih umum. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan 

menggunakan metode berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara 

berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian 

dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik kesimpulan. 

Di dalam penerapannya, teknik ini digunakan untuk menganalisis 

data tentang beberapa fakta konkrit yang berupa Sistem Pengendalian 

Pembiayaan Untuk Mempertahankan Tingkat Likuiditas di BPRS Aman 

Syariah Sekampung. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil BPRS Aman Syariah Lampung 

1. Sejarah Berdirinya PT BPRS Aman Syariah Lampung 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia didorong oleh 4 

(empat) alasan utama yaitu : pertama adanya kehendak sebagian 

masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan 

ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, 

khususnya bebas riba sesuai dengan fatwa MUI . Dan kedua adanya 

keunggulan system operasional dan produk perbankan syariah yang 

antara lain mengutamakan pentingnya moralitas, keadilan dan 

transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Ketiga 

adanya Pengawasan dan Pembinaan dari Bank Indonesia sehingga 

kelangsungan Perbankan Syariah tetap terjaga. Keempat adanya 

Lembaga Penjamin Simpanan. 

Keempat alasan tersebut berlaku pula di wilayah Kabupaten 

Lampung Timur,  maka beberapa tokoh praktisi Lembaga Keuangan 

Mikro Syariah (BMT) di Sekampung bercita-cita mendirikan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nama PT. BPRS Aman Syariah. 

Di mana BPRS sebagai  Community bank yaitu bank yang fokus 

melayani masyarakat di wilayah cakupannya layanannya, dengan 

menerapkan strategi bersaing yang memanfaatkan potensi muatan 

lokal (local content) dengan berbagai dimensi. Maka Pendirian 
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PT.BPRS Aman Syariah dengan potensi muatan lokal yaitu  

Permodalan, Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, Pengurus, 

Pegawai  adalah  berasal dari masyarakat  Lampung Timur khususnya 

yang berdomisili di Kecamatan Sekampung. 

Dengan berlandaskan UU No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah dan PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 

tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta SE BI No. 11/34/DPbS 

tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  

maka di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur 

direncanakan mendirikan PT. BPRS AMAN SYARIAH sebagai 

community bank. 

Dan sesuai dengan PBI No.11/23/PBI/2009 BPRS hanya dapat 

didirikan dengan izin Bank Indonesia yaitu izin prinsip dan izin usaha. 

Untuk izin prinsip salah satunya adanya studi kelayakan mengenai 

peluang pasar dan potensi ekonomi.  

PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur didirikan 

berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 

2012 oleh 17 orang calon pemegang saham PT BPRS Aman Syariah 

Lampung Timur. Mendapatkan badan hukum PT berdasarkan Akta 

Pendirian PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 

Februari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum dan 

pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak 

Azasi Manusia (Menkumham) Nomor : AHU-10.01982.PENDIRIAN-
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PT.2014 tanggal 13 Februari 2014 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor : S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT 

BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014 dan Mulai 

beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor : S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin 

Usaha pada tanggal 30 Desember 2014. Dalam operasioanalnya 

PT.BPRS Aman Syariah Lampung Timur dikelelola oleh Direksi dan 

jajaran karyawan dan diawasi oleh Dewan Komisaris. Hasil 

pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi dan pengawasan yang 

dilakukan Dewan Komisaris serta pengawasan secara syariah oleh 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilaporkan dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS). 

PT BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha yang 

berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan BPRS merupakan singakatan 

dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sedangkan Aman Syariah 

merupakan nama dari badan usaha tersebut. PT BPRS Aman Syariah 

merupakan badan usaha dalam bidang perbankan syariah yaitu 

mengenai pembiayaan dan simpanan pola syariah.54 

2. Visi dan Misi PT BPRS Aman Syariah  

Tujuan Pendirian PT. BPRS Aman Syariah Lampung yaitu 

untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah 

Lampung Timur dan sekitarnya melalui : 

                                                             
54 Dokumentasi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Aman Syariah Sekampung 

Lampung Timur 
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a. Pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di 

pedesaan yang mudah, aman, Islami dengan prinsip bank yang sehat 

dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

b. Membuka dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi 

masyarakat. 

c. Berpartisipasi dalam upaya memberantas para pelepas uang 

(rentenir). 

d. Terciptanya ukhuwah Islamiyah yang semakin berkualitas baik 

antara nasabah dengan BPR Syariah sebagai pelaksana amaliah, 

maupun di antara nasabah BPR Syariah. 

e. Mendidik masyarakat untuk selalu memikirkan masa depan dan 

tidak hanya menguntungkan kepada nasib, namun lebih menekankan 

kepada usaha.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
55 Dokumentasi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Aman Syariah Sekampung 

Lampung Timur 
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3. Struktur Oganisasi PT BPRS Aman Syariah 

STRUKTUR ORGANISASI  

PT. BPRS AMAN SYARIAH TAHUN 201956 
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Bagan struktur organisasi PT. BPRS Aman Syariah di atas dapat 

diketahui bahwa struktur organisasi tertinggi PT BPRS Aman Syariah 

adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang membawahi Dewan 

Komisaris H. Mahfud, S.Ag,MH dan H. Suwitarjo, S.Pd.I. Direktur 

Sugiyanto dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) H. Agus Wibowo, 

S.Pd.I, M.M dan H. Mohamad Taufik Hidayat, M.Si.Dalam 

pengelolaannya Dewan Direksi membawahi Bagian Oprasional, Bagian 

Umum dan SDM serta Bagian Marketing Penyaluran dan Pendanaan, 

selain itu membawahi Internal Audit. 

4. Produk PT BPRS Aman Syariah  

Aspek ini merupakan jenis-jenis produk yang akan 

diperkenalkan kepada masyarakat pengguna jasa PT. BPRS Aman 

Syariah Lampung Timur.57 

a. Produk Pendanaan 

1. Tabungan Khusus Wadiah (TAKWA) 

Tabungan ini pada hakekatnya merupakan dana 

masyarakat, tabungan dengan sistem wadiah ini dapat 

menampung berbagai aspek kepentingan Baitul Maal dan yang 

bersifat amanah. 

Pada hakekatnya jenis tabungan ini dapat diselenggarakan 

sesuai kepentingan pemberi amanah sehingga bentuknya 

semacam rekening tabungan tetap dan ia berhak memperoleh 

                                                             
57 Dokumentasi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Aman Syariah Sekampung 

Lampung Timur 
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bonus/jasa bank.Bonus/jasa bank ditambahkan pada rekening 

tabungan yang bersangkutan setiap bulan. 

2. Tabungan Mudharobah (TAMBAH) 

 Tabungan Mudharabah merupakan produk yang 

ditawarkan kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil sesuai 

dengan nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. 

Tabungan mudharabah pada PT BPRS Aman Syariah dibagi 

menjadi beberapa variasi produk simpaanan, yaitu: 

a) Tabungan Haji Mabrur  (TAJIMABRUR) 

Tabungan Ongkos Naik Haji PT. BPRS Aman 

Syariah Lampung Timur ini merupakan produk simpanan 

guna menampung kepentingan kaum muslimin dan 

muslimat yang berniat menunaikan ibadah haji namun 

belum cukup untuk membayar lunas sekaligus. 

b) Tabungan Qurban Aman Syariah (TAQURBANAS) 

Tabungan Qurban ini merupakan produk simpanan 

guna menampung kepentingan muslimin dan muslimat 

yang berniat untuk melaksanakan ibadah penyembelihan 

hewan qurban pada hari Raya Idul Qurban/Idul 

Adha.Dalam hal ini PT. BPRS Aman Syariah Lampung 

Timur harus memberikan jaminan kepada pemilik dana, 

bahwa simpanan itu dapat diambil pada saat menjelang 
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Hari Raya Idul Qurban/Idul Adha untuk dapat segera 

dibelikan hewan qurban. 

c) Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS) 

Tabungan ini merupakan produk simpanan untuk 

para pelajar dan mahasiswa atau bagi orang tua yang ingin 

menyimpan dananya untuk kepentingan pendidikan selama 

menempuh pendidikan.  

d) Tabungan Masa Tua (TAMATU) 

Tabungan ini merupakan produk simpanan untuk 

masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dimasa tua nanti.  

e) Tabungan Makbullah Umroh (TAMU) 

Tabungan ini merupakan produk simpanan guna 

menampung kepentingan muslimin dan muslimat yang 

berniat untuk melaksanakan ibadah umroh. Ketentuan 

tabungan ini sama dengan tabungan lainnya. 

f) Tabungan Wisata (TAWA) 

Tabungan ini merupakan produk simpanan untuk 

kepentingan wisata atau ziaroh, sehingga pelaksanaan 

wisata atau ziaroh bisa dijadwalkan kapan saja sesuai 

dengan dana yang sudah disiapkan.  

g) Tabungan Keluarga Samara (TAKASMARA) 

Tabungan ini merupakan produk simpanan yang 

ditawarkan kepada para pemuda yang ingin membangun 
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rumah tagga sakinah, mawwadah warahmah guna 

mempersiapkan biaya pernikahan yang sudah direncanakan. 

Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan lainnya. 

h) Tabungan Idul Fitri (TIFI) 

Tabungan ini merupakan tabungan yang tujuanya 

untuk persiapan menjelang idul fitri bagi 

masyarakat.Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan 

lainnya.58 

b. Produk Penempatan Dana Masyarakat (Pembiayaan) 

Produk penyaluran dana masyarakat adalah merupakan 

kualitas aktiva sangat ditentukan oleh ketepatan dan efektifnya 

penempatan dana tersebut.Oleh kerena itu penyaluran dana 

masyarakat yang akan dikelola PT. BPRS Aman Syariah Lampung 

Timur yaitu sebagai berikut : 

1. Pembiayaan dengan transaksi jual beli berdasarkan prinsip: 

a. Murabahah 

b. Istishna 

c. Salam 

d. Ijarah 

2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip: 

a. Mudharabah 

b. Musyarakah 

                                                             
58 Dokumentasi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Aman Syariah Sekampung 

Lampung Timur 
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3. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip: 

a. Rahn 

b. Qordh Hasan 

B. Prosedur Penyaluran Pemberian Pembiayaan BPRS Aman Syariah 

1. Tahap Permohonan Pembiayaan  

Pada tahap awal calaon nasabah mengajukan pembiayaan 

kepada customer service BPRS Aman Syariah Sekampung, menayakan 

kepada calon nasabah apakah sudah membuka rekening tabungan 

harus melalui proses pembukaan tabungan dengan cara mengisi 

aplikasi pembiayaan dan melengkapi bersyaratan-bersyaratan yang 

telah ditentukan, kemudian pihak BPRS Aman Syariah memeriksa 

aplikasi dan kelengkapan persyaratan yang diperlukan, jika belum 

maka calon nasabah diminta untuk melengkapi persyaratan tersebut, 

apabila sudah lengkap berkas diserahkan kepada account officer.  

2. Analisis Pembiayaan  

Account Officer menerima berkas dari customer service 

setelah itu Account Officer mengkonfirmasi data dan melakukan 

wawancara kepada calon nasabah, setelah melakukan wawancara, 

pihak BPRS melakukan kunjungan (survey) dengan menerapkan 

prinsip kehati-hatian dalam menganalisis pembiayaan. Setiap calon 

nasabah yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen 

untuk permohonan pembiayaan harus di analisis dengan melakukan 

kriteria penelitian yaitu dengan 5C: 
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a. Character 

Pihak BPRS Aman Syariah dapat menilai dari sifat atau watak dari 

orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat bisa 

dipercaya atau tidak. Hal ini tercermin dari cara hidup, keadaan 

keluarga, hobi dan sosial disekitarnya, ini semua merupakan 

ukuran untuk menilai kemauan membayar. 

b. Capacity 

Pihak BPRS melihat kemampuan dari calaon nasabah dalam 

menjalankan usahanya selama ini. Hal ini akan terlihat kemampuan 

nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. 

c. Capital  

Pihak BPRS harus dapat menilai tehadap kemampuan modal yang 

dimiliki calon nasabah. Dalam mengelola usahanya caloan nasbah 

harus mampu mengatur keuangannya dengan baik sehingga dapat 

meningkatkan skala ushanya. 

d. Collateral 

pihak BPRS seharusnya dapat menganalisis jaminan, jaminan 

hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan, jaminan 

harus diteliti keabsahanya, sehinga terjadi suatu masalah maka 

jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan. 
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e. Condition of economic 

Pihak BPRS harus pandai dalam menilai situasi dan kondisi sekitar 

yang dapat mempengaruhi keadaan yang kemungkinan akan 

mempengaruhi keadaan usaha calon nasabah.59 

Setelah account officer melihat kondisi calon nasabah, 

melihat aspek yuridis menyangkut ligalitas usaha, melakukan 

analisa kelayakan usaha calon nasabah, melakukan analisa 

terhadap karakter nasabah, melakukan analisa terhadap jaminan 

dan modal. Account Officer mengajukan hasil analisa kepada 

pimpinan BPRS mereview hasil analisa dari Account Officer, 

setelah itu didiskusikan kepada rapat komite pembiayaan untuk 

disetujui atau tidak. 

3. Persetujuan Pembiayaan 

Kepala pimpinan BPRS Aman Syariah menerima berkas dari 

Account Officer yang telah di survey kelayakannya, kemudian kepala 

pimpinan, Account Officer, serta bagian funding offier merapatkan 

kelayakan untuk persetujuan keputusan realisasi pembiayaan, setelah 

disetujui berkas diserahkan kepada bagian administrasi pembiayaan, 

lanjut proses realisasi pembiayaan, pada tahap ini administrasi 

pembiayaan memberikan surat persetujuan kepada calon nasabah, 

susun akad pembiayaan yang sesuai dan melakukan serah terima 

jaminan kepada BPRS Aman Syariah, bagian administrasi membuat 

                                                             
59 Eka Wulandari, Account Officer (AO) PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung 

timur, Wawancara 17 Mei 2019 
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slip pencairan pembiayaan, slip pencairan pembiayaan diserahkan 

kebagian teller untuk diproses pencairan dananya. 

C. Sistem Pengendalian Pembiayaan dan Tingkat Likuiditas BPRS 

Aman Syariah 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada Direktur BPRS Aman 

Syariah dengan Bapak Sugiyanto memaparkan bahwa untuk 

mengendalikan pembiayaan yaitu dengan merealisasikan pembiayaan 

jangan sampai melebihi jumlah kas yang ada di BPRS Aman Syariah dan 

ketika akan merealisasikan pembiayaan dilakukan penilaian 5C, 

pembinaan, dan memaksimalkan penagihan. Hal ini dilakukan perdasarkan 

pengalaman sebelumnya terdapat beberapa hambatan yang dialami dalam 

pengelolaan pembiayaan, yaitu ketika dana pembiayaan akan 

direalisasikan terdapat penarikan simpanan skala besar secara mendadak 

yang mengakibatkan likuiditas di BPRS Aman Syariah sedikit terganggu, 

dan ada juga ketika dana sudah direalisasikan terdapat permasalahan pada 

pembiayaan, seperti pembiayaan macet, sehingga dana yang seharusnya 

dapat kembali dan diputar lagi untuk pembiayaan ternyata justru terhenti.60  

 Serta menurut Ibu Eka Wulandari, selaku Acconting Officer di 

BPRS Aman Syariah, juga menjelaskan untuk mengendalikan pembiayaan 

maka perlu mengkondsikan penagihan semaksimal mungkin. Dengan 

melakukan penagihan secara maksimal diharapkan pembayaran angsuran 

                                                             
60 Sugiyanto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung timur, Wawancara 

16 Mei 2019 
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dapat tepat waktu sehinga likuiditas tetap terjaga.61 Hal itu dilakukan 

dengan cara Preventive Control dan Repressive Control yaitu: 

a. Preventive Control  adalah tindakan pengendalian yang dilakukan 

BPRS Aman Syariah untuk mencegah terjadinya pembiayaan sebelum 

macet terjadi, yaitu dengan: 

1) Mengelompokkan kolektabilitas pembiayaan  

 Untuk mengelompokan kolektabitas nasabah pembiayaan 

sudah dikelompokan oleh sistem komputerisasi, dengan otomatis 

pihak BPRS Aman Syariah hanya tinggal melihat kategori 

angsuran seperti: 

a) Kategori lancar tunggakan selama 1 bulan, sampai 2 bulan. 

b) Kategori pembiayaan dalam perhatian khusus yaitu tunggakan 

selama 3 bulan. 

c) Kategori kurang lancar mengalami tunggakan selama 4 bulan 

sampai 6 bulan.  

d) Kategori diragukan mengalami tunggakan selama 6 bulan 

sampai 9 bulan. 

e) Kategori macet mengalami tunggakan selam 9 bulan keatas. 

2) Pembinaan terhadap nasabah Pembiayaan  

 BPRS Aman Syariah melakuakan pembianaan kepada 

nasabah pembiayaan dengan cara menyelesaikan permasalahan 

yang sedang dihadapi nasabah. Ketika nasabah sedang mengalami 

                                                             
61 Eka Wulandari, Account Officer (AO) PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung 

timur, Wawancara 17 Mei 2019 
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kesulitan dalam pengembalian angsuran dikarenakan adanya 

masalah diusahanya maka BPRS Aman Syariah menganalisis 

kenapa terjadinya masalahnya, kemudian pihak BPRS Aman 

Syariah selalu memantau dan mendampingi, dan jika diperlukan 

pihak BPRS Aman Syariah membantu memasarkan produk usaha 

nasabah.62 

 Hal inilah yang dilakukan BPRS Aman Syariah dalam 

membina dan memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah 

nasabah sehingga usahanya dapat maju, berkembang, dan nasabah 

akan dapat memenuhi kewajiabannya secara baik.  

b. Repressive Control adalah pengendalian yang dilakukan ketika 

pembiayaan telah macet. Upaya yang dilakukan yaitu: 

1) Pihak BPRS Aman Syariah memberikan teguran atas 

keterlambatan dengan cara memberikan teguran melalui via 

telepon atau berkunjung kerumahnya langsung, memberika SP 

(surat peringatan) pada bulan pertama dia menunggak, ketika 

nasabah yang bersangkutan tetap tidak membayar maka akan 

diberikan surat peringatan II dan surat peringatan III, dan apabila 

tetap tidak membayar maka pihak BPRS Aman Syariah akan 

melakukan musyarah dengan nasabah apakah akan dilakukan akad 

ulang atau jaminan akan dijadikan pelunasan hutang. 

                                                             
62 Ibid,. 
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2) Nasabah diberikan penjadwalan kembali (rescheduling) dengan 

perpanjangan waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa 

kewajiban nasabah yang harus dibayarkan. Misalnya perpanjangan 

waktu dari 2 tahun berakhirnya akad pembiayaan ditambah 6 bulan 

untuk membayar kewajibannya. 

3) Ketika nasabah belum mampu melunasi kewajibannya, upaya 

selanjutnya yaitu dengan persyaratan kembali (reconditioning) 

dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain 

perubahan jadwal angsuran, potongan diberikan sebesar setengah 

dari keutungan total pembiayaan.63 

 Hal ini yang dilakukan BPRS Aman Syariah untuk mengendalikan 

pembiayaannya, untuk saat ini jumlah pembiayaan di BPRS Aman 

Syariah Sekampung yaitu kurang lebih sebanyak 2500 nasabah. Dengan 

berbagai produk pembiayaan yang dimiliki. BPRS Aman Syariah 

Sekampung yang banyak digunakan masyarakat yaitu produk 

murabahah.64 Produk murabahah lebih banyak digunakan karena 

pembagian hasilnya sudah jelas, sehingga dapat menguntungkan bagi 

pihak BPRS Aman Syariah karena tidak perlu menghitung ulang setiap 

pembayaran angsurannya, untung atau rugi pembayaran angsuran tetap 

sama. Sedangkan bagi nasabah hal tersebut bisa jadi menguntungkan bisa 

jadi memberatkan, karena keutungan nasabah yang diperoleh tidak selalu 

sama, bisa saja nasabah mengalami kerugian. 

                                                             
63 Ibid,. 
64 Ibid,. 
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 Porsian dana yang direalisikan untuk pembiayaan sebesar 80%-

90% dari total aset untuk setiap harinya, melihat kondisi kas pada saat ini. 

Pengajuan pembiayaan dimulai dari Rp. 5000.000,- sampai dengan         

Rp 300.000.000,- bahkan pengajuan pembiayaan bisa lebih dari                   

Rp. 300.000.000,- pihak asuransi dan Lembaga Penjamin Simpanan 

(LPS) mau bertanggung jawab jika ada suatu hal. Sedangkan jaminan 

pengajuan pembiayaan di BPRS Aman Syariah yaitu berupa BPKB, 

sertifikat (tanah, kebun, rumah), jenis dari jaminan ini ditentukan oleh 

besaran pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Dengan banyaknya 

dana BPRS Aman Syariah yang dikeluarkan untuk pembiayaan yang 

diharapkan dapat menghasilakan profit yang tinggi untuk BPRS Aman 

Syariah sehinga diperlukan pula sebuah pengendalian yang baik untuk 

mengendalikan pembiayaan.65 

 Disisi lain kondisi likuiditas untuk BPRS Aman Syariah mengacu 

kepada AD (Anggaran Dasar) yang sudah dibuat oleh kantor pusat, 

karena secara garis besar di kantor pusat adalah tempat sumber dana dan 

tempat manajemen untuk membuat kebijakan yang terakid dengan 

keuangan semuanya sudah diatur dan ditentukan dari pusat.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Eka Wulandari, selaku 

Accounting Officer di BPRS Aman Syariah, selama kegiatan BPRS Aman 

Syariah terus berjalan, maka akan selalu ada penerimaan kas dan 

pengeluaran kas sehinga likuiditas bisa jadi Overliquid atau Underliquid, 

                                                             
65 Sugiyanto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung timur, Wawancara 

16 Mei 2019 
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maka BPRS perlu menyiapakan upaya untuk mengendalikanya agar 

efisiensi dan keamanan kas tetap setabil dalam memenuhi kewajibanya. 

Upaya yang dilakukan BPRS Aman Syariah dengan memantau 

pengelolaan kas harian hal ini dilakukan untuk mengetahui informasi 

mengenai pemasukan dan pengeluaran kas sehingga dapat menilai 

kemampuan BPRS dalam menyediakan likuiditasnya, karena dengan 

memantau pengeluaran kas dan pemasukan kas BPRS Aman Syariah 

dapat memprediksi kapan BPRS mengalami deficit dan kapan BPRS 

Aman Syariah mengalami surplus sehingga BPRS Aman Syariah dapat 

mempersiapkan segera tindakan yang harus dilakukan untuk menangani 

apabila terjadi deficit ataupun surplus dana. 

 Dalam operasionalnya, jika likuiditas BPRS surplus maka akan 

dilimpahkan ke bank yang memiliki kerjasama dengan BPRS Aman 

Syariah yakni Bank Muamalat dan Bank Mandiri Syariah dimana jika 

dana BPRS Aman Syariah kembali normal maka pihak BPRS Aman 

Syariah akan mengganti dana yang dipinjam kepada bank tersebut.  

 Sehingga ketika akan melakukan realisasi pembiayaan jangan 

sampai melebihi jumlah kas yang ada di BPRS BPRS Aman Syariah. Hal 

ini untuk menghindari terjadinya risiko kekurangan likuiditas dan BPRS 

BPRS Aman Syariah tidak berada pada posisi underlikuid, karena tidak 

semua kas berada di kantornya sendiri. Adapun kebijakan yang diberikan 

BPRS Aman Syariah ketika ada nasabah yang ingin melakukan penarikan 

simpanan dalam jumalah besar maka dua hari sebelumnya si nasabah 
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tersebut harus memberikan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak 

BPRS Aman Syariah. Hal ini dilakukan karena untuk memperkirakan 

apakah jumlah kas yang dimiliki BPRS Aman Syariah dapat memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya serta untuk mengantisipasi terjadinya 

penurunan cadangan likuiditas agar BPRS tidak mengalami underlikuid.66 

 Adapun kebijakan yang dibuat BPRS Aman Syariah Sekampung 

terkait dengan pengelolaan likuiditas yaitu dengan menentukan cadangan 

minimum likuiditas sebesar  5% dari total aset. Namun ketika 

menyongsong bulan ramadhan sampai hari raya Indul Fitri cadangan 

minimum likuiditas mencapai 10%-15% dari total aset, dikarenakan 

banyak nasabah BPRS yang menarik simpananya untuk kebutuhan 

konsumntif. Dan pada bulan ramadhan pihak BPRS Aman Syariah 

menutup sementara pembiayaan baru, karena cadangan likuiditas yang 

ada difokuskan untuk memenuhi dana para nasabahnya.67 

 Selain hal tersebut, yang dapat mempengaruhi keadaan likuiditas 

tidak stabil yaitu pada saat musiman, seperti pada saat musim panen maka 

likuiditas akan bertambah dikarenakan banyak nasabah BPRS yang 

menabung dari hasil panen. Berbeda dengan libur sekolah, maka banyak 

nasabah yang akan mengambil tabungan mereka. Sehingga cadangan 

likuiditas harus dipersiapkan dengan memperkirakan berapa besar 

cadangan likuiditas setiap saat dengan melihat faktor-faktor tersebut agar 

                                                             
66 Eka Wulandari, Account Officer (AO) PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung 

timur, Wawancara 17 Mei 2019 
67 Sugiyanto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung timur, Wawancara 
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likuiditas dapat terpenuhi. Kegiatan dalam mengendalikan likuiditas 

BPRS Aman Syariah ini adalah dalam rangka untuk mengoptimalkan 

pendapatan dan kepercayaan masyarkat terhadap BPRS Aman Syariah.  

D. Analisis Pengendalian Pembiayaan Untuk Mempertahankan Tingkat 

Likuiditas 

 Pengendalian pembiayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan 

BPRS untuk menjaga pembiayaannya agar tetap lancar, produktif dan 

tidak menggangu kestabilan likuiditas dengan adanya pembiayaan macet. 

 Untuk itu di BPRS Aman Syariah telah menjalankan pengendalian 

pembiayaan, hal ini sudah di jalankan dalam kegiatan operasionalnya yang 

cukup baik, meskipun tidak semua pengendalian dalam pembiayaan untuk 

menjaga likuiditas berjalan dengan lancar. Hal ini dapat dilihat dari cara 

kerja karyawan BPRS yang mengupayakan dengan melakukan penilaian 

5C saat melakukan penilaian terhadap calaon nasabah, dan melakukan 

penagihan secara maksimal sehingga dapat menekan terjadinya 

pembiayaan bermasalah. Selain itu juga ketika nasabah mengalami 

kesulitan dalam mengansur pembiayaan, pihak BPRS mencari sebuah 

solusi atas permasalahannya dan membina nasabah untuk menjalankan 

usahanya agar berjalan dengan baik. 

 Sehingga BPRS Aman Syariah membuat sistem pengendalian 

untuk mengendalikan likuiditas dengan cara yaitu: 

1. Mengelola pembiayaan dengan sebaik mungkin untuk menghindari 

terjadinya resiko. 
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 Dengan besarnya dana yang digunakan untuk realisasi pembiayaan, 

maka BPRS Aman Syariah perlu mengantisipasi terjadinya resiko 

dalam pembiayaan. Karena tujuan utama dari pembiayaan itu sendiri 

adalah untuk menghasilkan profit dan pembiayaan harus berjalan 

dengan lancar sehingga likuiditas BPRS dalam keadaan aman. Untuk 

itu sistem BPRS Aman Syariah untuk menjaga likuiditas yaitu dengan 

cara menghindari terjadinya resiko pada pembiayaan, sehingga pihak 

BPRS melakukan penilaian 5C sebelum terjadinya pembiayaan, 

melakukan pembinaan kepada nasabah ketika sudah menjadi nasabah 

pembiayaan dan melakukan penagihan secara maksimal pada 

pembiayaan agar pembiayaan bisa tepat waktu serta berjalan dengan 

lancar dengan kembalinya dana yang tepat waktu.68 

 Karena dana yang ada dimanfaatkan dengan baik dan berjalan 

dengan maksimal maka akan meningkatkan pendapatan bagi BPRS, 

dari hasil pendapatan pembiayaan inilah yang digunakan untuk 

memenuhi biaya operasional BPRS serta kebutuhan lainya, seperti gaji 

karyawan, inventaris kantor dan biaya lain-lain. 

2. Mengendalikan realisasi pembiayaan  

Untuk mencukupi semua kebutuhan BPRS Aman Syariah dan menjaga 

posisi likuiditas tetap keadaan aman, maka BPRS Aman Syariah 

melakukan berberapa strategi dalam mengendalikan pembiayaan, yaitu 

dengan: 

                                                             
68 Eka Wulandari, Account Officer (AO) PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung 
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c. Mengatur jadwal realisasi  

Dalam hal ini BPRS Aman Syariah melakukan monitoring 

terhadap besarnya dana yang masuk dari nasabah dan dana yang 

keluar. Melakukan monitoring terhadap kebutuhan likuiditas harian 

dan likuiditas musiman yang ditarik nasabah sehingga BPRS dapat 

mengatur jadwal realisasi agar likuiditas tersedia.69 

 Kebijakan BPRS adalah ketika nasabah akan menarik 

dananya dalam jumlah yang relatif besar hendaknya nasabah harus 

konfirmasi 2 hari sebelunya. Karena ketika dana likuiditas pada 

BPRS tidak mencukupi untuk realisasi pembiayaan dikarena 

adanya penarikan atau jatuh tempo dalam jumlah besar pada saat 

itu, maka BPRS akan melakukan penundaan pada realisasi 

pembiayaan. Hal ini BPRS lakukan untuk tetap menjaga 

kepercayaan nasabah. 

d. Penutupan Sementara Pembiayaan Untuk Nasabah Baru 

 Pada saat Idul Fitri dari pengalaman sebelumnya, maka 

nasabah BPRS telah memprediksikan akan terjadi penarikan besar-

besaran pada beberapa produk simpanan atau deposito, dan 

menutup sementara pembiayaan selama 2 bulan sebelum 

menjelang ramadhan untuk pembiayaan yang baru agar tetap 

menstabilkan likuiditas di BPRS Aman Syariah. 

                                                             
69 Eka Wulandari, Account Officer (AO) PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung 

timur, Wawancara 17 Mei 2019 
 



61 
 

 Hal ini dilakukan untuk memfokuskan dana yang sudah 

diprediksi oleh BPRS Aman Syariah untuk cadangan likuiditas 

musiman. Maka BPRS Aman Syariah menutup sementara 

pembiayaan guna mencukupi kebutuhan BPRS ataupun 

nasabahnya. Dalam kondisi ini lebih mengutamakan kepercayaan 

nasabah terhadap kemampuan BPRS, dari pada BPRS meberikan 

realisasi pembiayaan namun kebutuhan nasabah dan BPRS tidak 

tercukupi dikarenakan underlikuid. 

e. Meminjam dana kepada pihak lain  

 Jika dana yang digunakan untuk realisasi pembiayaan di 

BPRS Aman Syariah Sekampung ternyata masih mengalami 

kekurangan dana maka pihak BPRS Aman Syariah Sekampung 

akan mengendalikan dengan cara meminjam dana dari kontor 

cabang lainnya sebagai mitra kerjanya seperti Bank Muammalat 

Indonesia, Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Rakyat 

Indonesia Syariah (BRIS).70 
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timur, Wawancara 17 Mei 2019 
 



62 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa sistem pengendalian pembiayaan untuk 

mempertahankan tingkat likuiditas pada BPRS Aman Syariah Sekampung 

Lampung Timur dapat dilakukan dengan cara Preventive Control yaitu 

tindakan pengendalian yang dilakukan BPRS Aman Syariah untuk 

mencegah terjadinya pembiayaan sebelum macet yaitu dengan cara 

Mengelompokkan kolektabilitas pembiayaan, serta Pembinaan terhadap 

nasabah Pembiayaan dan Repressive Control yaitu pengendalian yang 

dilakukan ketika pembiayaan telah macet, yaitu dengan cara memberikan 

SP (surat peringatan), pihak BPRS memberikan penjadwalan kembali, 

serta pihak BPRS menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara 

lain perubahan jadwal angsuran, potongan diberikan sebesar setengah dari 

keutungan total pembiayaan. Hal ini yang dilakukan BPRS Aman Syariah 

untuk mengendalikan pembiayaannya. 

Dalam operasionalnya, jika likuiditas BPRS surplus maka akan  

dilimpahkan ke bank yang memiliki kerjasama dengan BPRS Aman 

Syariah yakni Bank Muamalat dan Bank Mandiri Syariah dimana jika 

dana BPRS Aman Syariah kembali normal maka pihak BPRS Aman 

Syariah akan mengganti dana yang dipinjam kepada bank tersebut.  

 



63 
 

B. Saran 

Peneliti ingin memberikan saran kepada pihak yang terkait yaitu 

BPRS Aman Syariah harus dapat menjaga dan mengendalikan sistem 

pembiayaan guna untuk mempertahankan tingkat likuiditas agar dana 

cadangan untuk memenuhi likuitditas bisa stabil. Supaya jika sewaktu-

waktu nasabah akan mengabil dananya itu akan terealisasi dengan baik, 

jika BPRS Aman Syariah mengalami kekurangan cadangan dana 

diharapkan pihak BPRS dapat menanganinya dengan baik sesuai dengan 

sistem pengendalian.  
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